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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2014 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 21 
TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 

PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka terdapat beberapa perubahan 
yang mendasar dalam penyelenggaraan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 
Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pencatatan Sipil Di Kabupaten Luwu Utara perlu 
diselaraskan dengan perkembangan penyelenggaraan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, khususnya terhadap pencatatan dan 
penerbitan akta kelahiran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil Di 
Kabupaten Luwu Utara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen 
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi 

.Kependudukan; 

7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2009 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil Di 
Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2009 Nomor 21). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 21 TAHUN 
2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN LUWU UTARA. 

2 



" . . , 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 
2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencataan Sipil Di Kabupaten 
Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 21), 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat ibunya 
berdomisili paling lam.bat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran 
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar bagi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan 
peristiwa kelahiran pada Register Akta Kelahiran. 

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan memperhatikan: 
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia; 
b. dihapus; 
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing; 
d. dihapus; 
e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan 
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang 

tuanya. 

(3) Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk 
pada tempat terjadinya kelahiran. 

-') 2. Ketentuan Pasal 4 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran 
dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5. 
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4. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
lOA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal lOA 

Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya. 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 

PARAF KOORDINASI 
SEK DA 
AS IS TEN 

KA6AG HUKUM 
KASUB.\G 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 19 Mei 2014 

� BUPATI LUWU UTARA, 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 19 Mei 2014 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

MUDJAHIDIN IBRAHIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 16 
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